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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan :1.
Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad gard yang dirangkai
dengan akad 7jarah tempat penyimpanan barang jaminan gard yang ujraimya
disesuaikan dengan jumlah hutang di KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan? 2.
Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan atau pertimbangan hukum
pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan yang
mendasari implementasi akad gard yang dirangkai dengan akad 7jarah untuk
penyimpanan barang jaminan gard yang ujraimya disesuaikan dengan jumlah
hutang?

Data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara secara
lanngsung dengan DPS dan manager selaku pihak yang terlibat dalam implementasi
akad gard yang dirangkai dengan akad 7jarah tempat penyimpanan barang jaminan
gard di KIKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan. Kemudian dianalisis dengan
teknik deskriptif-verifikatif. Teknik Deskriptif, yaitu mendiskripsikan secermat dan
selengkap mungkin data lapangan mengenai implementasi akad gard yang diikuti
akad 7jarah tempat penyimpanan barang jaminan gard dan alasan atau pertimbangan
hukum pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan.
Teknik Verifikatif, yaitu menverifikatitkan (menguji) keselarasan implementasi
akad gard yang diikuti akad 7jarah tempat penyimpanan barang jaminan di KJKS
BMT NUSY A Sukodadi Lamongan dengan norma hukum Islam.

Hasil  penelitian menyimpulkan bahwa KJKS BMT NUSYA dalam
penyaluran dana terbukti KJKS BMT NUSY A melakukan suatu moda pengambilan
keuntungan atas uang yang disalurkan melalui akad gard dalam bentuk prosentase
tertentu dari pokok gard (hutang). Hanya saja keuntungan tersebut tidak ditarik
langsung (seperti bunga) melainkan direkayasa (diA7/al) dengan moda tertentu, yaitu
sebagai ujrah (fee, uang sewa) dari jasa penyimpanan dokumen sertifikat tanah milik
para nasabah yang mereka jadikan sebagai jaminan gard. Implementasi akad gard
yang dirangkai dengan akad 7jarah dengan tidak semestinya ini tidak sesuai dengan
hukum Islam. Alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemegang
otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan untuk
mengimplementasikan akad gard yang dirangkai akad 7jarah tempat penyimpanan
barang jaminan gard itu adalah prinsip “suka sama suka” ( ‘an taradin) yang dikemas
dengan proses transaksi yang halal dalam hukum Islam, yaitu akad gard dan akad
jjarah. Hanya saja karena di balik semua itu ada agenda “tidak mau rugi” maka
muncul rekayasa yang tidak selaras dengan hukum Islam di mana ujrah dalam akad
ijarah ditentukan nilainya berdasarkan nilai pokok gard.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, KJIKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan
disarankan dalam penentuan wujrah menggunakan sistem harian supaya tidak ada
tambahan yang dikaitkannya dengan gard dan para nasabah di KJKS BMT NUSYA
Sukodadi Lamongan diedukasi supaya akadnya benar dalam kedua belah pihak.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil yang disingkat
(KJKS BMT) NUSYA adalah lembaga keuangan mikro yang berkedudukan di jalan
KH. Ahmad Dahlan 06 Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. KJKS BMT
NUSYA didirikan pada tanggal 06 januari 2006 sekarang telah mempunyai lima
kantor cabang yakni : kantor cabang Jalan Raya Babat, kantor cabang Jalan
Panglima Sudirman Lamongan, kantor cabang Jalan Pengairan Sekaran, kantor
cabang Desa Sungelebak Karanggeneng, dan kantor cabang Desa Lopang
Kembangbahu. Lembaga ini didirikan dengan tujuan terwujudnya tatanan ekonomi
masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syariah, terwujudnya lembaga ekonomi
syariah yang mandiri, memberi rasa aman bagi masyarakat untuk menyimpan
dananya maupun mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat dalam hal penyediaan
pembiayaan, khususnya masyarakat yang belum mampu mengakses ke lembaga
keuangan lain, mampu membentengi sirkulasi keuangan supaya dana masyarakat
tidak terkonsentrasi ke kota-kota dan mampu menjadi counter eféeks dari sistem

ekonomi kapitalis dan materialis'.

' Buku sejarah KJKS BMT NUSYA Sukodadi
1



Dalam penyaluran dana KJKS BMT NUSYA menggunakan akad Bay’
Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Qard. Dengan berjalannya waktu
kendala-kendala yang membuat KJKS BMT NUSYA menghapus beberapa akad
yang pernah dijalankan misalnya akad Bay’ Murabahah. Dalam akad ini barang
yang diperjual belikan harus jelas dan harus sudah ada di KJKS BMT NUSYA.
Sementara itu orang yang mengajukan pembiayaan untuk membeli barang A,
misalnya ketika sudah dibelikan orang KJKS BMT NUSYA ternyata orang itu
tidak jadi membeli barang A. Akibatnya KJKS BMT NUSYA sudah terlanjur
menyediakan barang A mengalami kesulitan untuk menjualnya ke orang lain lagi.
Karena itu KIKS BMT NUSYA lalu menerapkan akad Murabahah bil Wakalah
(perwakilan). Ketika sudah ada barangnya barulah diakadkan Murabahah. Pilihan
akad Murabahah bil Wakalah ini pun kadang membawa resiko buruk bagi KJKS
BMT NUSYA, yaitu uang sudah diserahkan pada nasabah tidak jadi di belikan
barang, melainkan dibuat untuk kebutuhan yang lain. Mengacu pada pengalaman
ini KJKS BMT NUSY A menyimpulkan bahwa akad Murabahah bil Wakalah dapat
menimbulkan perselisihan dengan nasabah.

Sedangkan problem dalam implementasi akad Mudharabah dan akad
Mousyarakah adalah tidak transparannya nasabah dalam melaporkan keuntungan
yang diperoleh. Dengan akad mudharabah dan akad musyarakah, KIKS BMT
NUSYA harus siap merugi, sedangkan KJKS BMT NUSYA ini adalah lembaga

profit yang tidak ingin merugi. Akhirnya KJKS BMT NUSYA memutuskan



menggunakan akad Qard wal ljarah untuk semua pembiayaan, yakni dengan
mengambil fee (yjrah) dari penyewaaan tempat jaminan hutang.’

Dengan akad gard jika nasabah butuh dana satu juta maka KJKS BMT
NUSYA memberi hutang satu juta, dan nasabah wajib mengembalikan satu juta
dengan angsuran selama beberapa bulan, karena akad gard adalah akad hutang
piutang. Terkait dengan akad gard tersebut nasabah menjaminkan sesuatu, yakni
BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan Sertifikat Tanah. Tentu saja
barang jaminan itu membutuhkan keamanan, maka KJKS BMT NUSY A menjalin
akad /Jjarah dengan nasabah, yakni menyewakan tempat penyimpanan jaminan
berupa brangkas yang ada di KJKS BMT NUSYA dan nasabah wajib membayar
upah penyewaan tempat tersebut.’

Adapun untuk besarnya biaya upah sewa tempat KJKS BMT NUSYA
menggunakan prosentase dari jumlah hutang. Karena itu antar nasabah yang
berbeda nilai hutangnya, berbeda pula biaya sewanya meskipun barang jaminannya
sama.

Gambaran r7// penerapan akad Zljarah di KIKS BMT NUSYA adalah seperti
yang terjadi pada nasabah sebagi berikut:*

Seorang nasabah bernama Siti Rahmawati yang bertempat tinggal di desa

Karangrejo Rt.02 Rw.06 Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan mengajukan

* Agus Edi Susanto, Wawancara, Lamongan, 11 April 2011
3 3

1bid.
* Berkas Kelengkapan Realisasi



permohonan pembiayaan gard sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan menjaminkan
sertifikat tanah. KJKS BMT NUSYA merespon permohonan Siti Rahmawati
dengan melakukan survey. Selanjutnya KJKS BMT NUSYA menyetujui
pemohonan Siti Rahmawati dengan ketentuan bahwa pembiayaan dapat direalisasi
apabila Siti Rahmawati telah memenuhi ketentuan dan menyerahkan semua
persyaratan kepada KJKS BMT NUSYA. Setelah permohonan memenuhi semua
persyaratan maka pada tanggal 17 Januari 2011 KJKS BMT NUSYA
merealisasikan pembiayaan gard sebesar Rp.5.000.000,00 dengan jangka waktu 12
bulan terhitung mulai tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari
2012. Setiap bulan Siti Rahmawati diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar
Rp. 416.667,00. Untuk biaya penyewaan tempat sertifikat tanah yang dijadikan
jaminan hutang, Siti Rahmawati dikenai fee (ujrah) sebesar 3% setiap bulan dari
jumlah hutang yang disetujui (dalam hal ini Rp. 5.000.000,00) dengan angsuran
yjrah tiap bulan sebesar Rp.150.000,00.

Pada kasus lain, seorang nasabah yang bernama Sunaryo yang bertempat
tinggal di desa Made Kidul IX/03 Rt.01 Rw.03 Kecamatan Made Kabupaten
Lamongan mengajukan permohonan pembiayaan gard sebesar Rp. 210.000.000,00
dengan menjaminkan sertifikat tanah. KJKS BMT NUSY A merespon permohonan
Sunaryo dengan melakukan survey. Selanjutnya KJKS BMT NUSYA menyetujui
pemohonan Sunaryo dengan ketentuan bahwa pembiayan dapat direalisasi apabila

Sunaryo telah memenuhi ketentuan dan menyerahkan semua persyaratan kepada



KJKS BMT NUSYA. Setelah permohonan memenuhi semua persyaratan maka
pada tanggal 19 Januari 2011 KJKS BMT NUSYA merealisasikan pembiayaan
qard sebesar Rp.210.000.000,00 dengan jangka waktu 36 bulan terhitung mulai
tanggal 19 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2013. Setiap bulan
Sunaryo diwajibkan membayar angsuran pokok sebesar Rp. 5.833.333,00. Untuk
biaya penyewaan tempat sertifikat tanah yang dijadikan jaminan hutang, Sunaryo
dikenai fee (ujrah) sebesar 1,5 % setiap bulan dari jumlah hutang yang disetujui
(dalam hal ini Rp. 210.000.000,00) dengan angsuran wujrah tiap bulan sebesar
Rp.3.150.000,00.

Fakta di atas memperlihatkan bahwa Siti Rahmawati dan Sunaryo yang
sama-sama menjaminkan sertifikat tanah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi
Lamongan, ternyata kewajiban membayar sewanya tidak sama. Nasabah Siti
Rahmawati kewajiban membayar sewanya sebesar Rp.150.000,00 setiap bulan.
Sementara nasabah yang bernama Sunaryo kewajiban membayar sewanya sebesar
Rp.3.150.000,00 setiap bulan.

Berkenaan dengan praktek pelaksanaan akad 7jarah di KIKS BMT NUSYA
Sukodadi Lamongan, fakta di atas memperlihatkan adanya dua segi yang menarik
untuk dikaji dan dicermati. Pertama, segi yang berkenaan dengan alasan atau
pertimbangan hukum pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi
Lamongan untuk menyewakan atau menyediakan brankas sebagai tempat

penyimpanan barang jaminan hutang yang wujra/mya disesuaikan dengan jumlah



hutang. Kedua, segi yang berkenaan dengan analisis hukum Islam terhadap
implementasi akad gard yang dirangkai akad jjarah tempat penyimpanan barang
jaminan gard di KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan tersebut.

Praktek pelaksanaan akad Jjarah tersebut menarik dikaji karena faktanya
secara lahir memperlihatkan adanya kesenjangan yang tampak sangat berkaitan
dengan akad gard yang dijalin sebelumnya. Dalam hukum Islam akad gard adalah
perjanjian hutang piutang yang di dalamnya tidak boleh disyaratkan adanya
tambahan dalam pengembaliannya.” Fakta tentang akad gard di KJKS BMT
NUSYA secara lahir sudah cukup mencerminkan akad gard sebagai mana
mestinya. Namun akad 7jarah yang menyertainya, yakni jjarah tempat penyimpanan
barang jaminan gard tersebut mengkaitkan wujrafnya dengan nilai pokok gard dalam
bentuk prosentase. Jika fakta ini menggambarkan suatu moda pengambilan
keuntungan atas uang yang disalurkan melalui akad gard, maka ini merupakan
kesenjangan implementasi akad dalam lembaga ini dengan norma hukum Islam.

Seperti dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi :

“Dari Fadalah bin Ubaid. Rasulullah SAW bersabda: semua hutang yang menarik
manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba”.’

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan label syariah,

seharusnya akad-akad muamalah yang diimplementasiakan di KJKS BMT NUSYA

S Hulwati, Ekonomi Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2006), 48.
5 Ash-Shan’ani, Subulus As-salam (Surabaya : Al- Ikhlas, 1991), 53.



Sukodadi Lamongan sejalan atau selaras dengan norma-norma syariah. Karena itu
apa yang diperlihatkan fakta di atas penting dikaji dan diklarifikasi lebih lanjut
dengan seksama untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di baliknya,
terutama menyangkut alasan dan pertimbangan hukum Islam yang melandasi
tindakan lembaga tersebut untuk membebankan wujrah yang disesuaikan dengan
jumlah hutang.

Kajian dan penelusuran ini tentu saja merupakan kerja akademik yang
penting karena dibalik fakta yang tampak kepermukaan itu boleh jadi terdapat hal-
hal yang subtansial untuk nalar dan pertimbangan hukum Islam. Demikianlah maka

penelitian ini perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka

peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implementasi akad gard yang
dirangkai dengan akad ijarah tempat penyimpanan barang jaminan gard yang
yjralmya disesuaikan dengan jumlah hutang di KJKS BMT NUSYA Sukodadi
Lamongan?

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan atau pertimbangan hukum
pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan yang

mendasari implementasi akad gard yang dirangkai dengan akad ijarah untuk



penyimpanan barang jaminan gard yang ujralmya disesuaikan dengan jumlah

hutang?

C. Kajian Pustaka

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang “ Analisis Hukum Islam
Terhadap Implementasi Akad Qard yang dirangkai Akad Jjarah Tempat
Peyimpanan Barang Jaminan Qard di KJKS BMT NUSYA Kecamatan Sukodadi
Lamongan.” Dalam penulusuran_awal sampai saat ini, penulis belum menemukan
penelitian atau tulisan yang mengkaji masalah yang terkait dengan implementasi
akad gard yang dirangkai akad jjarah tempat penyimpanan barang jaminan gard
yang penetapan biaya wujrafmya disesuaikan dengan jumlah hutang seperti yang
dipraktekkan oleh KJKS BMT NUSYA. Namun ada beberapa skripsi yang
pembahasanya hampir sama dengan masalah yang akan dikaji, antara lain dengan
judul:

Tinjauan Hukum Islam tentang Dua Akad (rahn dan Jjjarah) dalam satu
transaksi di Penggadaian Syariah Baba’an Surabaya, yang ditulis oleh Musrifah
Tahun 2005.” Permasalahan yang dibahas Musrifah yaitu tentang satu transaksi
dengan dua akad ( rahn dan Jjjarah) yaitu dengan akad rahn transaksi yang
dilakukan nasabah untuk memperoleh pinjaman dengan sesuatu jaminan kepada

Penggadaian Syariah Babaan Surabaya dan dengan akad 7jarah transaksi yang

7 Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2005



dilakukan Penggadaian Syariah Babaan Surabaya untuk memperoleh keuntungan
melalui tarif jasa simpan, pemeliharaan dan keamanan barang jaminan dari
nasabah, hal ini merupakan suatu bentuk tolong menolong dan kerja sama.
Pelaksanaan dua akad (rahn dan ijarah) di penggadaian Syariah babaan surabaya
tidak menyalahi hukum Islam karena dalam akad rain dan akad ijarah obyeknya
tidak sama. Pada akad rahn obyeknya yaitu barang yang dijadikan jaminan hutang
sedangkan dalam akad 7jarah obyeknya yaitu tempat penyimpanan, pemeliharaan
dan keamanan barang yang dititipkan (marhun) selain itu akad tersebut didasarkan
atas kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak (rahin dan murtahin).

Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi Penetapan Tarif /jarah pada Barang
Gadai di Penggadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, yang ditulis oleh Robby Aris
Subakti Tahun 2008.* Lembaga penggadaian syariah yang diteliti oleh Robby Aris
Subakti ini membahas tentang penetapan tarif 7ijarah sebagai imbalan atas jasa
simpan yang yang disediakan murtahin dan dibebankan kepada nasabah (rahin).
Penetapan pembayaranya kelipatan per 10 hari, 1 hari dihitung sama dengan 10
hari. Perhitungannya tidak dengan konsep mempersamakan waktu yang berbeda,
akan tetapi dengan menggunakan dasar satuan waktu minimal (terkecil). Hal ini
dalam berbisnis biasa dilakukan, disebabkan adanya biaya operasional yang harus
ditanggung oleh perusahaan, termasuk penggadaian syariah sebagai lembaga usaha,

selama masih dalam ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pengenaan tarif atau

¥ Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2008
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biaya fjarah pada barang jaminan (marhun) kepada rahin adalah sebagi ganti atas
biaya-biaya yang timbul akibat dari proses penyimpanan, yang meliputi: biaya
tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan dan biaya administrasi, dalam hal ini
dipandang sah yang penting ketika berakad terjadi kesepakatan oleh kedua belah
pihak (rahin dan murtahin) dan saling rela pada awal transaksi. Hal ini didasarkan
ketentuan hukum Islam dan atas dasar dalil dan 7jt/had para ulama.

Akad Sewa pada Pembiayaan Rahn Usaha Mikro (ARRUM) di Penggadaian
Syariah cabang Blauran Surabaya (analisis kasus arrahn), yang ditulis oleh Hidayah
Mauidhoh Tahun 2010.” Penelitian Hidayah Mauidhoh ini membahas penyaluran
pinjaman dalam bentuk kredit dengan menggunakan akad sewa dalam penyerahan
barang jaminan secara fidusia, meski barang gadai berada di tangan rahin namun
pihak murtahin menggunakan tarif 7jarah pada barang jaminan fidusia sebagai ganti
atas biaya-biaya yang timbul akibat dari proses penyimpanan. Dalam hal ini
dipandang sah asalkan ketika akad terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak
(rahin dan murtahin) untuk saling rela. Akad Sewa pada Pembiayaan Ra/in Usaha
Mikro (ARRUM) di Penggadaian Syariah cabang Blauran Surabaya ini tidak
menyebutkan objek dari akad sewa tersebut sehingga dari pihak rahin
mengganggap bahwa pembayaran tarif ijarah tersebut adalah merepukan

pembayaran bunga.

? Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2010
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Aplikasi Gadai (Rahn) emas dengan sistem sewa tempat di PT BPRS Bhakti
Sumekar Sumenep, yang ditulis oleh Mufidah Tahun 2008."° Masalah pokok yang
diangkat Mufidah dalam penelitiannya ini adalah gadai (rahn) emas yang
menggunakan sistem sewa tempat (7jarah) dalam produk rahn (gadai), dalam hal ini
bank mendapatkan fee (keuntungan) dari jasa pemeliharaan, penyimpanan dan
keamanan dari barang jaminan yang dititipkan pada bank. Yakni dengan ketentuan
besar pemeliharaan, penyimpanan dan keamanan dibayar oleh nasabah pada saat
jatuh tempo dengan ketentuan tarif berlaku pada hitungan kedelapan, artinya jika
pelunasan itu pada hari kedua atau ketiga maka dihitung satu minggu, karena
hitungan biaya tersebut dihitung perhari setelah disepakati oleh nasabah tanpa
adanya suatu paksaan.

Beberapa karya ilmiah di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang akan
dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, obyek pembahasan yang
diteliti adalah tentang penetapan besarnya biaya ujrah menggunakan prosentase

dari jumlah hutang. Jadi jelas penelitian ini berbeda dengan penelitian yang lain.

D. Tujuan Penelitian
Berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah yang
ditemukan di atas, maka yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah sebagai

berikut:

' Skripsi pada Fakultas Syariah TAIN Sunan Ampel, tahun 2008
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Menganalisis hukum Islam terhadap implementasi akad gardyang dirangkai akad
ijarah untuk jasa penyimpanan barang jaminan yang ujra/mya disesuaikan dengan
jumlah hutang di KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan.

Mengetahui alasan dan pertimbangan hukum pemegang otoritas syariah di KIKS
BMT NUSYA Sukodadi Lamongan yang mendasari implementasi akad gard
yang dirangkai akad Jjjarah penyimpanan jaminan gard yang ujralmya

disesuaikan dengan jumlah hutang.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

1.

2.

Hasil penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap

Implementasi Akad Qard yang dirangkai Akad /jarah tempat penyimpanan Barang
Jaminan Qard (Study Kasus di KJKS BMT NUSYA Kecamatan Sukodadi

Lamongan)” ini diharapkan dapat dipergunakan untuk:

Kegunaan teoritis, yaitu untuk menambah khazanah pengetahuan khususnya
yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat dijadikan referensi atau
input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.

Kegunaan praktis, yaitu bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai
acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam
terhadap implementasi akad gard yang dirangkai akad J7jarah tempat

penyimpanan barang jaminan gard.
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F. Definisi Operasional

Hukum Islam

Qard

ljarah

Ketentuan hukum Islam mengenai gard dan Jjjarah yang
tercermin dalam al-Quran dan al- Hadis serta jabaranya yang
tersebar dalam hasil-hasil istinbat atau aqwal fuqaha.
Pemberian hutang kepada orang lain yang dapat ditagih atau
diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa
imbalan."!

Suatu jenis akad atau transaksi pemindahan hak guna atas
barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa
dirangkai dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu

sendiri.'

Qard yang dirangkai dengan Jjarah . Nasabah mengajukan pembiayaan

menggunakan akad gard kemudian nasabah menjaminkan
barang jaminan gard berupa sertifikat tanah menggunakan
akad 7jarah yang ujralnya disesuaikan dengan jumlah pokok

qard.

" Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,

2001),131.

2 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gajah Mada University

Press, 2006), 122.
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G. Metode Penelitian
1. Datayang dikumpulkan
Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang formulanya telah dikemukakan
di sub bab rumusan masalah di atas, melalui penelitian ini akan dikumpulkan
berbagai data mengenai :
a. Implementasi akad gard yang dirangkai akad jjarah penyewaan tempat barang
jaminan gard sedangkan ujraimya di sesuaikan dengan jumlah hutang.
b. Alasan atau pertimbangan hukum pemegang otoritas syariah di KJKS BMT
NUSY A yang mendasari implementasi akad tersebut.
2. Sumber Data
a. DPS (Dewan Pengawas Syariah) KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan
b. Manajer KIKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan
c. Dokumen
3. Teknik Penggalian Data
Teknik penggalian data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk
mengumpulkan data. Adapun teknik penggalian data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
a. Wawancara (interview) untuk menggali data tentang alasan atau pertimbangan
hukum implementasi akad gard yang dirangkai dengan akad ijarah penyewaan

tempat barang jaminan gard di KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan.
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b. Dokumentasi (telaah dokumen) untuk menggali data akad gard yang dirangkai
dengan akad 7jarah penyewaan tempat barang jaminan di KJKS BMT NUSYA
Sukodadi Lamongan.

4. Teknik Analisis Data
Data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan dua teknik yaitu :

a. Teknik Deskriptif, yaitu mendiskripsikan secermat dan selengkap mungkin data
lapangan mengenai implementasi akad gard yang dirangkai akad ijarah tempat
penyimpanan barang jaminan gard di KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan
dan alasan atau pertimbangan hukum pemegang otoritas syariah di KIKS BMT
NUSY A Sukodadi Lamongan.

b. Teknik Verifikatif, yaitu menverifikatifkan (menguji) keselarasan implementasi
akad gard yang dirangkai akad 7jarah tempat penyimpanan barang jaminan di

KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan dengan norma hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran
inti dari permasalahan yang dibahas serta untuk mempermudah pembahasan
penelitian ini, maka diperlukan sistematika pembahasan sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan, bab ini berisi : latar belakang masalah,
rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
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Bab kedua, yakni pembahasan landasan teori yang merupakan telaah dari beberapa
literatur hukum Islam tentang gard, jjarah dan hilah.

Bab ketiga, merupakan pembahasan secara khusus tentang implementasi gard yang
dirangkai akad Jjarah tempat penyimpanan barang jaminan gard di KJKS BMT
NUSYA Sukodadi Lamongan. Yang meliputi; fakta implementasi akad dan alasan
atau pertimbangan hukum yang digunakan.

Bab keempat, merupakan pembahasan dari penelitian ini yang membahas tentang
analisis hukum Islam terhadap fakta implementasi dan analisis hukum Islam
terhadap pertimbangan hukum yang digunakan di KJKS BMT NUSYA Sukodadi
Lamongan.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan

saran.



BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG QARD, IJARAHDAN HILAH

A. Hukum Islam tentang Qard

Secara etimologis, gard berasal dari bahasa arab berarti yaitu potongan.

Sedangkan secara terminologis gard bermakna menyerahkan harta kepada orang
lain untuk digunakan dan akan dikembalikan pada masa yang ditentukan."
Selain pengertian di atas, para ulama figih mengemukakan pendapatnya
tentang makna dari gard antara lain sebagai berikut:
a. Menurut ulama Hanafiyah, gard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain
untuk diganti dengan harta yang sama.
b. Menurut ulama Malikiyah, gard adalah penyerahan harta kepada orang lain yang
tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.'
c. Menurut ulama Syafi’iyah, gard adalah menyerahkan  sesuatu untuk

dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau yang sepadan.'

B Hulwati, Fkonomi Islam, 47.
4 Azharudin Lathif, Figh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.
15 77,

1bid.

17
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Menurut ulama Hanabilah, gard adalah menyerahkan harta kepada seseorang
untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta serupa sebagai
gantinya.
Adapun landasan hukum dibolehkannya gard antara lain adalah:
a. Al-Qur’an
2 52l A A B S o 5
“Siapakah yan/g mau meminjamkan kepada Allah pinjamaI; yang baik, Maka
Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan
memperoleh pahala yang banyak.” (QS. a/-Hadid 11) '°
Ayat di atas menjelaskan hakikat infak yang dilakukan karena Allah. Ia
adalah bagaikan memberi hutang kepada Allah, yang pasti dibayar oleh-Nya

berlipat ganda.'’

b. As-Sunah

Ibnu mas’ud meriwayatkan bahwa nabi SAW bersabda : “ Tidaklah seorang
muslim yang memberi hutang kepada muslim (lainnya) dua kali kecuali hal itu
sama dengan sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)"®

c. [jma’

Para ulama telah menyepakati bahwa gard boleh dilakukan. Kesepakatan ini

didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain.

' Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, 539.

7' M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quran, Volume 14,
(Jakarta: Lentera Hati: 2001), 22.

8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,
2001) 132.
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Tidak ada seseorang pun yang mempunyai segala sesuatu yang dibutuhkan,
sehingga hutang piutang menjadi bagian dari kehidupan manusia."’

Dalam syariat Islam gard (hutang piutang) secara zahir bukan termasuk
usaha pengembangan modal. Karena itu dana gard harus dikembalikan sesuai
dengan jumlah yang diterima tanpa ada imbalan atau hadiah yang diberikan karena
qgard merupakan kontrak yang bersifat tabarru’. Akad gard (hutang piutang) ini
dibolehkan karena berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan berusaha
membantu memenuhi keperluan orang lain.® Akad ini disyariatkan berdasarkan

firman Allah :

d 4
2% tz - z E,,}/ a - P - g - Go -

ATy sels Ll 34 hinald (s G T o a ol 15 5

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan
dan mzeilapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. a/-Bagarah
: 245)

Memberi gard (hutang) kepada orang yang memerlukan itu lebih baik dari

pada bersedekah kepada orang yang tidak memerlukan. Rasulullah SAW bersabda:

" Imam Abi Husain Muslim al-Ibnu Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, (Beirut:
Dar Thya’ al-Thurat al-Arba’i), 128.

2 Hulwati, Ekonomi Islam, 47

! Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, 40.
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Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW: siapa saja menyelamatkan
seorang mukmin dari salah satu kesulitan dunia, niscaya Allah pasti akan
menolongnya dari kesulitan di hari kiamat.”*

Aqad gard dimaksudkan untuk menolong sesama muslim, bukan bertujuan
untuk memperoleh keuntungan. Fugaha sepakat bahwa haram hukumnya jika
hutang piutang dipersyaratkan agar memberikan keuntungan atau tambahan
apapun bentuknya kepada mugqarid.

Menurut mazhab Hanafi, Jika keuntungan tersebut tidak disyaratkan dalam
akad atau jika hal tersebut telah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka hal itu
boleh. Sedangkan mazhab Maliki membedakan hutang piutang yang bersumber
dari jual beli dan hutang piutang murni. Dalam hal hutang piutang yang bersumber
dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak disyaratkan adalah boleh.
Sedangkan dalam hutang piutang murni penambahan pembayaran yang meskipun
tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan di
masyarakat hukumnya haram. Yang boleh diterima adalah tambahan yang tidak
dipersyaratkan dalam akad serta tidak menjadi kebiasaan masyarakat. >

Pengembalian lebih yang merupakan kebaikan hati dari penerima gard (bukan

dipersyaratkan dalam akad) adalah baik dan dianjurkan sesuai dengan sabda

Rasulullah SAW:

2 Abi Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Bab Fadl al-
Ijtima’ ‘Ala Tilawah al Quran wa ala dikr, (Beirut: Dar ihya’ al-Thurat al-Arabi), 2074
2 Azharudin Lathif, Figih Muamalat, 53.
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Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang
paling baik dalam mengembalikan hutangnya.**

Adapun bila dipergunakan dalam akad gard, maka tambahan itu tergolong

riba. Rasulullah SAW bersabda:

“Dari Fadalah bin Ubaid. Rasulullah SAW bersabda: semua hutang yang menarik

manfaat (keuntungan) adalah sebagian dari beberapa macam riba”.*’

Riba adalah tambahan yang dituntut atas uang pokok yang dihutangkan.
Tambahan tersebut diperhitungan sesuai lamanya waktu  uang tersebut
dipergunakan. Perhitungan itu terdiri atas tiga unsur, yaitu tambahan atas uang
pokok, tarif tambahan yang sesuai dengan waktu dan pembayaran sejumlah
tambahan yang menjadi syarat dalam tawar menawar. Ketiga unsur ini membentuk
riba, karena digunakan untuk tambahan atau lebihan yang dibayar di atas jumlah
pokok yang dipinjamkan.”®

Dalam hadis nabi juga disebutkan:

()

Dari Jabir, ia berkata : Rasulullah SAW. Telah melaknati orang-orang yang makan
riba dan yang memberi makannya dan penulisnya dan dua saksinya, dan ia
bersabda: “Mereka itu sama.”’

24 7ainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fanani, Fathul Mu’in, Terjemahan Anwar Abu
Bakar, Bahrun dan Anwar, Jilid I, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 2001), 835.

> Ash-Shan’ani, Subulus As-salam (Surabaya : Al- Ikhlas, 1991), 53.

26 Abdul Rahman al-Ghazali, Gufran Ihsan, Figih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), 219.
27 Al- Asqolani Ibnu Hajar, Terjemah Bulugul Maram, (Bangail: Pustaka Taman, 2001), 427.
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Dalam hukum Islam riba dilarang dalam bentuk apapun. Ayat al-Quran yang

melarang riba turun secara bertahap, tahap pertama turun ayat 39 surat ar-Rum:

el Do 1 S W BT el 3150 G5 o 2515
Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta
manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah... ( QS. ar-Rum 39)*®

Ayat ini hanya menjelaskan bahwa tambahan pada riba tidak akan menambah
di sisi Allah.

Pada tahap kedua turun ayat 161 surat an-Nisaa:

Sl B AEE T /;/)Q.jxfﬁqm’(a,, £ 1,0 d T ity
z E L. 5

Z > g,
LA..A‘LQ‘..\.CW

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah
dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan
yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka
itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisaa: 161)*

Ayat ini Allah telah memberi isyarat akan keharaman riba melalui kecaman

terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi.

Tahap ketiga turun ayat 130 surat a/-Imranm:

P
-~ -85
o el

- Z oo Ee__ we. 8% Fo o, o 2
RSN IS | Ded [N NN CAND Pt PR PR [ G

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat
ganda... (QS. al-Imran 130)*

AN

¥ Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, 409.
* Ibid., 67.
* Ibid., 67.
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Ayat ini Allah mengharamkan dengan larangan yang tegas salah satu bentuk
riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda.

Adapun tahap yang terkhir Allah mengharamkan riba secara total dengan
segala bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firman Allah dalam surat al-

Bagarah ayat 275, 276, dan 278.°'

B. Hukum Islam tentang Jjarah
ljarah secara etimologis berarti bay’ al-manfaah (menjual manfaat), baik
manfaat suatu benda, jasa, atau tenaga seseorang.’>
Sedangkan menurut istilah, para ulama mendifinisikan 7jarah, antara lain

sebagai berikut :

a. Menurut Hanafiyah, jjarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat
yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.”

b. Menurut Malikiyah 7jarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang
bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.*

c. Menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat

dengan jalan pengganti.35

3! Nasrun Harun, Figih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 182-183.

32 Rahmat Syafi’i, Figih Muamalah Cet.2, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 121.

3 Abdul al-Rohman al -Jaziri, al-Figh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah, (Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilamiyah, 1990),94

** Ibid, 97

3% Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 13, Terjemahan Moh. Thalib (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1997), 7
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d. Menurut H. Barmawi Umary, ijarah adalah akad untuk memiliki suatu manfaat
yang dimaklumi dengan pembayaran yang tertentu dan syarat-syarat yang
tertentu.36

e. Menurut H. Zainuddin Ali, ijarah adalah suatu transaksi sewamenyewa antara
pihak penyewa dengan yang mempersewakan suatu harta atau barang untuk

mengambil manfaat dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu.37

Dari definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa Jjarah adalah akad antara
dua pihak. Pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan manfaat dari
suatu barang kepada pihak lain, sedangkan pihak kedua melakukan pembayaran
harga sebagai ganti atau konpensasi dari manfaat yang dia ambil dengan batas
waktu dan harga ganti yang diketahui dengan jelas.

Akad 7jarah ini hukumnya mubah (boleh) berdasarkan al-Quran, Sunah dan
[jma’

Dalam al-Quran Allah berfirman pada Surat at-7alag ayat 6:

= £ _32 2
_ s *q

1,‘ /:a}//’fai-" 7("
Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka
38
upahnya...

Dalam hadis diriwayatkan sebagai berikut:

3% Barmawi Umari, Figih Ibadah, Muamalah dan Munakahat Cetakan I, (Solo: CV Ramadhani,
1986),115

37 7ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika,2006), 150.

¥ Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, 559.
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau
membayar upah kepada tukang bekam itu.”

Mengenai disyariatkannya 7jarah, semua umat sepakat dan tak seorang pun
membantah kesepakatan (7/ma’) ini. Memang ada beberapa orang diantara mereka
yang punya pendapat berbeda, tetapi itu tidak dianggap.”” Dewan Syariah
Nasioanal (DSN) NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 juga mengeluarkan tentang

pembiayaan zjarah.

C. Hukum Islam tentang Hilah

Secara bahasa, kata Ai/ah, sebagaimana dijelaskan Ibnu Hajar, mempunyai
arti segala yang mengantarkan kepada tujuan dengan cara yang tersembunyi
(lembut). Adapun secara istilah, A7lah adalah melakukan perbuatan yang boleh
menurut zahirnya tetapi praktek tersebut dilakukan sebagai siasat untuk
memalingkan perbuatan yang hukumnya benar kepada hukum yang lainnya.*'

Ibnu Taimiyyah,"Sesungguhnya kata umum /Ailah, bila diarahkan menurut
pemahaman ulama figih mengandung arti tipu daya atau cara yang dipakai untuk
menghalalkan hal-hal yang haram, sebagaimana tipu dayanya orang-orang Y ahudi.
Hilah merupakan akhlak dan kebiasaan Yahudi. Allah telah menjelaskan dalam

beberapa ayat yang menerangkan akhlak orang-orang Yahudi dalam masalah tipu

3% Abi Husain Muslim ibnu al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Bab hal ajratu
al-hijamatu, (Beirut: Dar ihya’ al-Thurat al-Arabi), 1205.

* Sayyid Sabiq, Fikih Sunah 13, 11.

! Muhammad Asim Musthofa,( a/- Hilah, Melakukan Rekayasa terhadap Hukum Allah)
http://almanhaj.or.id, 9 Nopember 2010
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daya ini. Mereka berusaha mengubah hukum-hukum yang telah diajarkan oleh para
nabi mereka misalnya tatkala orang-orang Yahudi dilarang berburu pada hari
Sabtu, sedangkan pada hari tersebut terdapat banyak ikan, mereka melakukan
siasat dengan menempatkan perangkap (jaring) pada hari sebelumnya dan
mengambil hasilnya pada hari Ahad. Perbuatan ini merupakan tipu daya mereka
untuk mengabaikan perintah Rabb.** Perbuatan mereka ini dijelaskan oleh Allah

dalam firmanNya:
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"Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut
ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka
ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di
hari-hari bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah
Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik" (QS. al-A7af163)."
Hilah, atau meakukan siasat dalam perkara yang haram, atau yang mengarah
kepada sesuatu yang haram, adalah haram. Kaidah figih yang berlaku adalah,

"setiap wasilah dihukumi dengan maksud atau tujuan yang terkandung di

dalamnya". Oleh karena itu, seseorang yang berniat menghalalkan yang telah Allah

2 Y usuf Qardhawi, Halal dan Haram, (Jakarta: Rabbani Press, 2007), 34.
# Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, 159.
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haramkan, maka hukum sesuatu tersebut tetap haram, walaupun ia memolesnya

dengan banyak tipu daya dan bersiasat.*!

Secara umum, Ibnul Qayyim membagi Ailah menjadi dua jenis. Pertama :
hilah yang mengantarkan kepada amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu
wa Ta'ala dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya, menghentikan dari sesuatu
yang haram, memenangkan yang hag dari kezaliman yang menghalang,
membebaskan orang yang dizalimi dari penindasan orang-orang yang zalim. Jenis
ini termasuk baik, dan pelaku atau penyeru (yang mengajaknya) akan mendapatkan
pahala. Kedua : Aifah yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban,
menghalalkan perkara yang haram, membolak-balikkan keadaan dari orang yang
teraniaya menjadi pelaku aniaya dan orang yang zalim seakan menjadi orang yang
terzalimi, mengubah kebenaran menjadi kebatilan dan kebatilan menjadi kebenaran.

Para ulama salaf telah bersepakat untuk melarangnya jenis /i/ah yang kedua ini.*’
Menurut Ibnu Qayyim, semua kaum Muslimin seorang pun tidak meragukan

bahwa Ailah yang terlarang termasuk bagian dari dosa-dosa besar, dan merupakan
perbuatan paling jelek dari perkara-perkara yang diharamkan. Perbuatan seperti ini
termasuk dalam kategori mempermainkan agama Allah dan memperolok ayat-ayat-

Nya. Dari sisi perbuatannya, Ar/ah itu haram, karena adanya kedustaan dan tipu

* Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, 35.
* Muhammad Asim Musthofa, http://almanhaj.or.id, 9 Nopember 2010
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daya di dalamnya. Ditinjau dari maksud dan tujuannya, Ailah juga haram karena
hendak meniadakan kebenaran dan ingin menghidupkan kebatilan.*®

Ibnu Qayyim rahimahullah membagi Ailah yang dilarang menjadi 3 macam.
Pertama : Ailah haram ditujukan kepada sesuatu yang haram pula. Semisal,
melakukan siasat untuk menghalalkan amalan yang mengandung unsur riba.
Misalnya mud'ajwa, yaitu orang yang menjual barang ribawi dengan sejenisnya,
dengan cara disertakan (disyaratkan) bersama kedua barang itu atau salah satunya
sesuatu yang lain jenisnya. Kedua : Cara atau perbuatan yang hukum asalnya boleh,
tetapi digunakan untuk sesuatu yang haram. Seperti safar untuk merampok,
membunuh orang, dan lain-lain. Ketiga : Cara yang dipakai pada asalnya tidak
untuk sesuatu yang haram, bahkan untuk sesuatu yang disyari'atkan, seperti nikah,
jual-beli, hadiah, dan sebagainya, namun kemudian dipakai sebagai tangga untuk
menuju sesuatu yang diharamkan.*’

Apabila manusia membuat kemasan-kemasan untuk bersiasat agar dapat
memakan riba, atau memberi label khamr dengan nama-nama baru untuk
menghalalkan meminumnya, maka dosa riba dan khamr itu tetap ada. Di dalam

hadis Rasulullah SAW:

Sungguh akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamr dan
menamainya dengan nama lain.*

* Ibid.
Y7 Ibid.
8 Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram, 34.
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BAB III

IMPLEMENTASI AKAD QARD Y ANG DIRANGKAI DENGAN

AKAD IJARAH TEMPAT PENYIMPANAN BARANG JAMINAN QARD
DI KJKS BMT NUSYA, SUKODADI, LAMONGAN

Seperti telah dikemukakan pada bab pendahuluan, KJKS BMT NUSYA
adalah lembaga keuangan mikro syariah di kecamatan Sukodadi kabupaten
Lamongan yang didirikan pada tanggal 6 januari 2006. Sebagai lembaga keuangan
yang berbentuk koperasi, maka otoritas tertinggi dalam struktur organisasi KJKS
BMT NUSYA adalah RAPAT ANGGOTA. Otoritas di bawah Rapat Anggota
adalah PENGURUS, dan otoritas di bawah Pengurus adalah PENGELOLA.

Selengkapnya, struktur organisasi KJKS BMT NUSY A adalah sebagai berikut.

RAPAT ANGGOTA
PENGURUS
Moenir
Nuril Huda <«——| PENGAWAS
Khoirul Thoyib
PENGURUS
PENGELOLA
MANAGER
Agus Edi S.
» | Teller
\4
v v v v
PEMBUKUAN PEMBIAYAAN TABUNGAN PEMBINAAN

30
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Sebagai lembaga keuangan syariah, KJKS BMT NUSYA mempunyai
sejumlah, baik pada sektor pendanaan (funding) maupun pembiayaan (financing).

Untuk sektor pendanaan, produk yang dimiliki KJKS BMT NUSY A adalah:

Si Bahas (simpanan bagi hasil), merupakan jenis simpanan yang menggunakan
akad mudarabah al mutlagah, , yakni akad pengelolaan dana oleh BMT atas izin
sahibul mal dengan kesepakatan bagi hasil. Bagi hasil sesuai ditentukan
berdasarkan perhitungan akumulasi keuntungan per bulan dengan nisbah 25 %
untuk penyimpan. Simpanan dengan setoran awal minimal Rp. 10.000,00 dan
setoran selanjutnaya minimal Rp. 5.000,00 ini bisa diambil sewaktu-waktu.

Si Jaka (simpanan berjangka), merupakan jenis simpanan investasi berdasarkan
akad mudarabah al-mutlagah yang jangka waktu (jatuh tempo) pengambilannya
ditentukan. Setoran minimal Si Jaka adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dengan pilihan jangka waktu serta nisbah bagi hasil antara nasabah dan KJKS: 3
bulan (30 % : 70%), 6 bulan (35 % : 65%), 12 bulan (40% : 60%), dan 24 bulan
(50% : 50%). Jika nasabah melakukan pengambilan (pencairan) Si Jaka sebelum
jatuh tempo, maka yang bersangkutan dikenakan pinalti sebesar hasil satu bulan
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Untuk perpanjangan Si Jaka
disediakan pilihan ARO (automatic roll over), yakni perpanjangan otomatis pada

saat jatuh tempo dengan jangka waktu yang sama.



31

3. Si Qurban (simpanan qurban), merupakan simpanan yang dikhususkan untuk
ibadah qurban, aqgiqah, dan kebutuhan hewan lainnya yang dijalin dengan akad
wadiah yad damanah. Pembukuan rekening dilakukan 6 bulan sebelum
pengambialn hewan. Setoran awal minimal Rp. 50.000,00 dan setoran selanjutnya
minimal Rp. 50.000,00 setiap bulan. Saldo monimal Rp. 500.000,00 20 hari
sebelum pengambialan hewan. Nasabah si Qurban akan mendapatkan penawaran
harga murah per kilo bobot hidup dengan standar berat hewan 30 kg yang diantar
sampai tempat tujuan.

4. Si Haji (simpanan haji), merupakan produk simpanan khusus untuk mitra yang
ingin menunaikan ibafdah haji. Setoran awal minimal Rp. 500.000,00 dan setoran
selanjutnya minimal Rp. 50.000,00 tiap bulan.

5. Si Plus (simpanan plus), merupakan produk simpanan yang besarnya ditentukan
setiap bulan selama 30 bulan. Setiap bulan disediakan hadiah (utama dan hiburan),

serta pada akhir periode (bulan ke 31) diberikan jasa dan undian surprise. 49

Adapun untuk sektor pembiayaan (financing), KJKS BMT NUSYA
mempunyai dua produk yang masing-masing dijalin dengan akad gard (hutang) dan
ijarah (sewa). Impementasi dari akad pembiayaan tersebut adalah sebagaimana yang

akan dideskripsikan berikut ini.

4 Brosur KIKS BMT NUSYA
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A.Fakta Implementasi Akad Qard yang Dirangkai dengan Akad Jjarah

Pembiayaan dengan akad gard diimplementasikan oleh KJKS BMT NUSYA
dengan memberikan pinjaman (hutang) pada nasabah, sedangkan pembiayaan
pembiayaan dengan akad 7jarah diimplementasikan dengan menyewakan tempat
untuk penyimpanan barang jaminan gard.

Dalam implementasi pembiayaan dengan akad gard, KIKS BMT NUSYA
bertindak sebagai pihak pemberi pinjaman atau hutang (mugrid) dan nasabah
sebagai pihak penerima pinjaman atau hutang (mustagrid). Nasabah wajib
mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang sesuai
dengan yang sudah disepakati. KIKS BMT NUSYA, sebagai mugrid, sama sekali
tidak membebankan kepada nasabah (mustagrid) pengembalian tambahan di luar
pokok hutang. Artinya, KJIKS BMT NUSYA tidak mendapatkan keuntungan apa
pun dari produk pembiayaan yang dijalin dengan akad gard ini. Keuntungan KJKS
BMT NUSYA diperoleh dari ujrah atau fee pembiayaan ijarah, yakni penyewaan
brankas sebagai tempat penyimpanan barang jaminan gard'tersebut.”

Lebih jelas, implementasi dari akad gard yang dirangkai dengan akad 7jarah
(penyewaan) tempat penyimpanan barang jaminan gard di KJKS BMT NUSYA

tersebut akan disajikan melalui deskripsi kasus-kasus pembiayaan sebagai berikut.

50 Agus Edi Susanto, Wawancara, Lamongan, 11 Mei 2011
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1. Kasus Suharsono

Nasabah yang beralamat di Babatkumpul Pucuk Lamongan ini mengajukan
permohonan pembiayaan gard kepada KJKS BMT NUSYA sebesar Rp.
1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Suharsono mengajukan permohonan
secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang disediakan
KJKS BMT NUSYA. Dengan melampirkan semua dokumen yang dipersyaratkan,
Suharsono menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi itu kepada petugas
KIJKS BMT NUSYA yang mengurusi pembiayaan. Permohonan Suharsono
kemudian diperiksa dan dinilai. Setelah disetujui, permohonan pembiayaan

Suharsono direaliasi dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Suharsono

Alamat :  Babatkumpul Pucuk Lamongan
Tanggal realisasi : 28 Maret 2011

Besar Pinjaman : Rp.1.500.000,00

Jatuh Tempo : 28 September 2012

Jangka Waktu : 18 bulan

Jaminan :  Sertifikat Tanah

Biaya sewa ;3% x Rp. 1.500.000,00 = Rp. 45.000,00

Biaya sewa di sini adalah wujrah (fee) penyewaan tempat penyimpanan
sertifikat tanah (yang dijadikan jaminan gard) yang harus dibayar Suharsono kepada

KJKS BMT NUSYA setiap bulan. Besarnya ujrah tersebut adalah 3% dari pokok



hutang yang diterima Suharsono dari KJKS BMT NUSYA. Jadi, angsuran per bulan
yang harus dibayar Suharsono kepada KJKS BMT NUSYA meliputi angsuran

pokok hutang (gard) dan biaya sewa dengan rincian sebagai berikut :
Angsuran Pokok : Rp. 83.333,00

Biaya Sewa : Rp. 45.000,00

2. Kasus Atekan

Atekan, yang beralamat di Duko RT 02 RW 01 Sukodadi, Lamongan,
mengajukan permohonan pembiayaan gard kepada KJKS BMT NUSY A sebesar Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah). Permohonan permbiayaan itu diajukan oleh Atekan
secara tertulis dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah
disediakan. Atekan kemudian menyerahkan formulir yang telah diisinya beserta
dokumen kelengkapan lainnya yang dipersyaratkan kepada petugas yang khusus
ditunjuk mengurusi pembiayaan. Setelah dinilai dan disetujui, permohonan

pembiayaan Atekan direaliasi dengan rincian sebagai berikut:

Nama : Atekan

Alamat : Duko RT 02 RW 01 Sukodadi Lamongan
Tanggal realisasi : 04 Mei 2011

Besar Pinjaman : Rp. 2.000.000,00

Jatuh Tempo ;04 Mei 2012

Jangka Waktu : 12 bulan

Jaminan . Sertifikat Tanah
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Biaya sewa : 2,5 % x Rp. 2.000.000,00 = Rp. 50.000,00

Biaya sewa di sini adalah ujrah (fee) untuk penyewaan tempat penyimpanan
barang jaminan gard Atekan berupa sertifikat tanah. Besarnya wujrah tersebut adalah
3% dari pokok hutang (gard) Atekan kepada KJKS BMT NUSYA. Atekan harus
membayar biaya sewa yang telah disepakati tersebut setiap bulan kepada KJKS
BMT NUSYA. Dengan demikian, angsuran per bulan yang harus dibayar Atekan
kepada KIKS BMT NUSYA yang terdiri dari angsuran pokok hutang dan biaya

sewa adalah:
Angsuran Pokok : Rp. 166.667,00

Biaya Sewa : Rp. 50.000,00

3. Kasus Siti Rahmawati

Siti Rahmawati, yang beralamat di Karangrejo RT 02 RW 06 Sukodadi
Lamongan, mengajukan permohonan pembiayaan gard kepada KIKS BMT NUSYA
sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Permohonan dilakukan secara tertulis
dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Formulir beserta kelengkapannya
kemudian diserahkan kepada petugas yang mengurusi pembiayaan. Setelah melalui
tahap penilaian dan disetujui, permohonan pembiayaan Siti Rahmawati direaliasi

dengan rincian sebagai berikut:
Nama : Siti Rahmawati

Alamat : Karangrejo RT 02 RW 06 Sukodadi Lamongan

Tanggal realisasi : 17 Januari 2011
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Besar Pinjaman : Rp. 5.000.000,00

Jatuh Tempo : 17 Januari 2012

Jangka Waktu  : 12 bulan

Jaminan :  Sertifikat Tanah

Biaya sewa ;3% x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 150.000,00

Yang dimaksud dengan biaya sewa di sini adalah wujrah (fee) penyewaan
tempat penyimpanan barang jaminan gard berupa sertifikat tanah yang harus
dibayar Siti Rahmawati kepada KJKS BMT NUSYA setiap bulan. Besarnya ujrah
adalah 3% dari pokok hutang yang diterima Siti Rahmawati dari KJKS BMT
NUSYA.

Angsuran per bulan yang harus dibayar Siti Rahmawati kepada KJKS BMT
NUSYA terdiri dari angsuran pokok hutang dan biaya sewa dengan rincian sebagai

berikut :
Angsuran Pokok : Rp.416.667,00

Biaya Sewa : Rp. 150.000,00

4. Kasus Dwi Eko Nur

Dwi Eko Nur, yang beralamat di Gunungsari RT 08 RW 02 Burno,
Bojonegoro, mengajukan permohonan pembiayaan gard kepada KJKS BMT
NUSYA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Permohonan

pembiayaan tersebut dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah
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disediakan. Formulir yang telah diisi beserta kelengkapan dokumen yang
dipersyaratkan kemudian diserahkan kepada petugas yang khusus mengurusi
pembiayaan. Setelah melalui tahap penilaian oleh KJKS BMT NUSYA dan

disetujui, permohonan pembiayaan Dwi Eko Nur direaliasi dengan rincian sebagai

berikut:
Nama : Dwi Eko Nur
Alamat : Gunungsari RT 08 RW 02 Burno, Bojonegoro
Tanggal realisasi : 16 April 2011
Besar Pinjaman : Rp. 50.000.000,00
Jatuh Tempo . 15 April 2013
Jangka Waktu : 24 bulan
Jaminan : Sertifikat Tanah
Biaya sewa ;3% x Rp. 50.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

Yang dimaksud dengan biaya sewa di sini adalah wujrah (fee) penyewaan
tempat penyimpanan barang jaminan gard berupa sertifikat tanah yang harus
dibayar setiap bulan oleh Dwi Eko Nur kepada KJKS BMT NUSYA. Besarnya
ujrah tersebut adalah 3% dari pokok hutang (gard) Dwi Eko Nur kepada KJKS
BMT NUSYA.

Dengan demikian, angsuran yang harus dibayar Dwi Eko Nur per bulannya
kepada KIKS BMT NUSYA terdiri dari angsuran pokok hutang dan biaya sewa

dengan rincian sebagai berikut:
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Angsuran Pokok : Rp. 2.083.333,00

Biaya Sewa : Rp. 1.500.000,00

5. Kasus Sunaryo

Sunaryo adalah nasabah KJKS BMT NUSYA yang berdomisili di desa Made
Kidul IX/03 RT-01 RW-03 kecamatan Made kabupaten Lamongan. la mengajukan
permohonan pembiayaan gard kepada KJKS BMT NUSYA sebesar Rp.
210.000.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah). Permohonan tersebut ia ajukan
secara tertulis dengan mengisi form pengajuan pembiayaan. Formulir tersebut
beserta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan kemudian diserahkan kepada
petugas yang menangani pembiayaan. Permohonan pembiayaan Sunaryo, setelah
dilakukan penilaian oleh KJKS BMT NUSYA dan disetujui, direaliasi dengan

rincian sebagai berikut:

Nama : Sunaryo

Alamat : Made Kidul XI/03 RT-01/03 Made Lamongan
Tanggal realisasi : 19 Januari 2011

Besar Pinjaman : 210.000.000,00

Jatuh Tempo : 18 Februari 2011

Jangka Waktu : 36 bulan

Jaminan : Sertifikat Tanah

Biaya Sewa : 1,5% x Rp. 210.000.000,00 = Rp.3.150.000,00
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Yang dimaksud dengan biaya sewa di sini adalah wjrah (fee) penyewaan
tempat penyimpanan barang jaminan gard berupa sertifikat tanah yang harus
dibayar Sunaryo kepada KJKS BMT NUSYA setiap bulan. Besarnya ujrah tersebut
adalah 1,5 % dari pokok hutang (gard) yang telah diterima Sunaryo dari KIKS BMT
NUSYA.

Angsuran yang per bulan yang harus dibayar Sunaryo kepada KJKS BMT
NUSYA, dengan demikian, terdiri dari angsuran pokok hutang dan biaya sewa

dengan rincian sebagai berikut :
Angsuran Pokok : Rp. 5.833.333,00

Biaya Sewa : Rp. 3.150.000,00

B. Alasan dan Pertimbangan Hukum

Implementasi akad gard yang dirangkai dengan akad 7jarah di KIKS BMT
NUSY A sebagaimana telah dikemukakan sebagian faktanya di atas didasarkan atas
pertimbangan hukum yang mengacu pada dalil-dalil syariat sebagaimana yang akan
dideskripsikan berikut ini.

Bahwa akad-akad yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan di KJKS BMT
NUSYA adalah akad-akad berdasarkan prinsip syariah, yaitu suka sama suka.

Norma syariah menggariskan bahwa akad harus dibuat atas dasar rida kedua belah
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pihak. Akad tidak boleh dilakukan dengan unsur paksaan dari salah satu pihak.’'

Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-Nisa’: 29:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka
sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.®

Dalam praktek pengembalian hutang (gard) di KJKS BMT NUSYA,
mungkin kelihatannya sama saja dengan akad-akad pembiayaan yang pernah
dipakai sebelumnya yang ujung-ujungnya adalah mengembalikan pokok hutang
plus kelebihan tertentu. Mengenai ini penting dijelaskan bahwa sesuatu akad
dikatakan syar’i atau tidak, tidaklah dilihat dari hasilnya, melainkan dari
prosesnya. Jika dilihat dari segi proses maka akad pembiayaan di KIKS BMT
NUSYA sudah sesuai dengan syariah, yakni menggunakan akad gard dan 7jarah.
Biaya sewa (ujrah) tempat penyimpanan barang jaminan gard di KIJKS BMT
NUSYA besarnya ditentukan dengan menggunakan prosentase dari jumlah pokok
hutang. Karena itu setiap nasabah, meskipun jaminannya sama, besar biaya
sewanya berbeda-beda karena dilihat dari jumlah pinjaman atau hutangnya. Tidak
mungkin biaya sewa disamakan untuk barang jaminan yang sama karena KJKS

BMT NUSYA ini merupakan lembaga profit yang tidak ingin merugi. Setiap

> Khoirul Thoyyib, Wawancara, Lamongan, 15 Mei 2011
>2 Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, 86.
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jumlah pinjaman dan setiap jaminan mempunyai resiko sendiri-sendiri ketika
nasabah melakukan wanprestasi dan ketika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan
seperti kebakaran. Dengan menentukan besarnya biaya ujrah tempat penyimpanan
barang jaminan gard berdasarkan prosentase dari pokok hutang, maka KJKS BMT
NUSYA mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk menyimpan dan
menjaga barang jaminan gard tersebut dari kejadian yang tidak diinginkan KJKS
BMT NUSYA seperti kebakaran dan wanprestasi nasabah. Untuk praktek yang
sedemikian ini pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSY A menggunakan

dasar al-Qur’an surat asy-Syu’ara’ayat 181:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang
merugikan.”

Dengan penentuan biaya sewa (ujrah) tempat penyimpanan barang jaminan
gard berdasarkan prosentase dari pokok hutang maka tidak ada pihak yang
dirugikan. KJKS BMT NUSY A, di satu pihak, memberikan hutang kepada nasabah
dan menjaga penyimpanan barang jaminan gardhya, dan, di pihak lain, nasabah
berkewajiban membayar angsuran pokok hutang dan biaya sewa tempat
pennyimpanan barang jaminan gardhya.”

Karena itu KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan diminati masyarakat

selain karena populasi masyarakat yang mayoritas beragama Islam juga karena

> Ibid.,374
> Khoirul Thoyyib, Wawancara, Lamongan, 15 Mei 2011
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sistem yang digunakan dalam syariah dipandang lebih membawa keuntungan dan
manfaat bagi masyarakat. Ini merupakan wujud dari tolong-menolong dalam
kebaikan antar sesama muslim dengan tujuan mencari rida Allah SWT. Untuk ini
pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSY A menggunakan dasar al-Qur’an

surat al-Maidah ayat 2:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan.””

Jadi dalam implementasi dari akad gard yang dirangkai dengan akad 7jarah
(penyewaan) tempat penyimpanan barang jaminan gard di KJKS BMT NUSYA ini

bersifat tolong menolong.*®

> Departemen Agama RI. Al Quran dan Terjemahnya, 106.
> Nuril Huda, Wawancara, Lamongan, 21 Juli 2011



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD
QARDYANG DIRANGKAI DENGAN AKAD [JARAH
TEMPAT PENYIMPANAN BARANG JAMINAN QARD

A. Analisis Terhadap Fakta Implementasi Akad

Pada bab ketiga yang baru lalu telah disajikan deskripsi tentang sejumlah
fakta mengenai implementasi akad gard antara KIKS BMT NUSYA dengan 5
(lima) orang nasabahnya, yakni Siti Rahmawati (beralamat di Karangrejo RT 02
RW 06 Sukodadi, Lamongan), Sunaryo (beralamat di Made Kidul IX/03 RT-01
RW-03, Made, Lamongan), Dwi Eko Nur (beralamat di Gunungsari RT 08 RW 02,
Burno, Bojonegoro), Suharsono (beralamat di Babatkumpul, Pucukm Lamongan),
dan Atekan (beralamat di Duko RT 02 RW 01, Sukodadi, Lamongan). Akad gard
yang dijalin dengan mereka ini kemudian dirangkai dengan akad ijarah. Dalam akad
jjarah ini KJKS BMT NUSYA “menjual” kepada kelima nasabahnya itu jasa
layanan penyimpanan dokumen sertifikat tanah, yaitu sertifikat tanah yang mereka
serahkan kepada KJKS BMT NUSY A sebagai jaminan gard mereka itu.

Fakta tentang implementasi akad gard dan akad 7jarah antara KIJKS BMT
NUSYA dengan kelima nasabahnya tersebut secara ringkas tergambar dalam tabel

berikut ini.



Tabel 1

Data Akad QardYang Dirangkai Dengan Akad /ljarah

Akad Qard Akad Jjarah
No Nasabah
Qard Angsuran Jaminan ‘ Prosentase ‘ UjralvBulan
1| 2 3 4 5 6 | 7

1 | Suharsono 1.500.000| 18x  83.333]| Sertifikat Tanah 3.0% 45.000
2 |Atekan 2.000.000| 12x 166.667| Sertifikat Tanah 2.5% 50.000
3 |Siti Rahmawati 5.000.000| 12x 416.667| Sertifikat Tanah 3.0 % 150.000
4 |Dwi Eko Nur 50.000.000| 24 x2.083.333| Sertifikat Tanah 3.0% 1.500.000
5 |Sunaryo 210.000.000| 36 x 5.833.333| Sertifikat Tanah 1.5% 3.150.000

Fakta yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan adanya variasi keadaan
pada akad gard, yaitu pada jumlah nominal gard yang direalisasi dan pada
frekuensi/masa angsurannya. Terdapat 5 (lima) varian pada jumlah nominal gard
yang direalisasi, yakni Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Rp.
2.000.000,00 (dua juta rupiah), Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh
juta rupiah). Adapun pada frekuensi/masa angsurannya terdapat hanya 4 (empat)
varian saja karena ada dua nominal gard yang sama frekuensi/masa angsurannya.
Keempat varian tersebut adalah 12 kali/bulan, 18 kali/bulan, 24 kali/bulan, dan 36
kali/bulan.

Dalam hukum Islam, akad gard, yang deskripsinya telah dikemukakan pada

bab kedua, adalah transaksi antara dua pihak di mana pihak yang satu menyerahkan
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sejumlah harta miliknya kepada pihak yang lain dengan konsekuensi bahwa yang
lain wajib menggantinya dengan harta yang sama (sejenis, sepadan, serupa) pada
waktu yang ditentukan di masa yang akan datang. Akad gard ini dalam hukum
Islam masuk dalam katagori akad rabarru’ (kebajikan). Akad-akad tabarru’ itu
bersifat sosial, bukan komersial (#/jari), dan karena itu berwatak non profit, yakni
tidak berorientasi pada perolehan keuntungan atau laba.

Karena itu dalam akad gard, pihak mustagrid (yang berhutang) hanya wajib
membayar ganti kepada pihak mugrid (yang berpiutang) sejumlah harta yang
merupakan pokok hutangnya. Karena sifatnya fabarru’, maka sekiranya pihak
mustaqrid, atas kemauannya sendiri, hendak mengimbangi kebajikan pihak mugrid
dengan membayar ganti yang lebih baik (lebih banyak) maka tindakan mustagrid
yang demikian ini hukumnya boleh, bahkan lebih baik dan dianjurkan. Namun jika
pemberian ganti lebih itu terjadi dengan kehendak —atau karena dipersyaratkan
oleh— pihak mugrid, atau dengan kata lain pihak mugrid menjalin akad gard dengan
orientasi profit, maka profit (tambahan atas pokok hutang) yang diperolehnya itu
tergolong riba yang hukumnya haram. Terkait dengan ini pada bab kedua yang lalu
telah dikemukakan penuturan Fadalah ibn ‘Ubaid bahwa Rasulullah SAW bersabda:

(semua gard atau piutang yang menarik

manfaat/keuntungan, ia adalah suatu bentuk dari bentuk-bentuk riba).”’

> Ash-Shan’ani, Subulus As-salam (Surabaya : Al- Ikhlas, 1991), 53.
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Dari sisi apakah pihak mugrid (yang berpiutang) membebani mustagrid (yang
berhutang) dengan pembayaran lebih atas pokok hutangnya (profit) atau tidak, fakta
tentang jumlah pokok hutang dan jumlah angsuran (pelunasan) pada implementasi

gard di KJKS BMT NUSY A di atas menunjukkan perbandingan sebagai berikut.

Tabel 2

Perbandingan Pokok Hutang Dan Jumlah Angsuran/Pelunasan

Angsuran/Pelunasan
No Nasabah Pokok Hutang
Angsuran Frekuensi Jumlah
1 2 3 4 5 6
1 | Suharsono 1.500.000 83.333 18 1.500.000
2 | Atekan 2.000.000 166.667 12 2.000.000
3 | Siti Rahmawati 5.000.000 416.667 12 5.000.000
4 | Dwi Eko Nur 50.000.000 2.083.333 24 50.000.000
5 | Sunaryo 210.000.000 5.833.333 36 210.000.000

Tabel di atas menunjukkan bahwa total angsuran pelunasan hutang (gard)
yang harus dibayar oleh masing-masing dari kelima nasabah kepada KJKS BMT
NUSYA yang termaktub pada kolom 6 jumlahnya sama dengan pokok hutang yang
telah direalisasi KIKS BMT NUSYA kepada mereka seperti yang termaktub pada
kolom 3. Fakta ini secara lahir menunjukkan bahwa KJKS BMT NUSYA selaku
mugridtidak membebani kelima mustagrid (nasabah) nya dengan tambahan apa pun

atas pokok hutangnya. Dengan begitu, implementasi akad gard di KJKS BMT
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NUSYA -untuk sementara sampai dengan tahap ini— dapat dihukumi selaras
dengan norma hukum Islam.

Adapun akad 7jarah, fakta tentang implementasinya di KIKS BMT NUSYA
menunjukkan adanya kesamaan keadaan pada obyeknya di mana KJKS BMT
NUSYA dalam akad ini “menjual” jasa layanan yang sama kepada kelima
nasabahnya, yakni penyimpanan surat/dokumen berupa sertifikat tanah, karena
dalam akad gard dengan KJKS BMT NUSYA kelima nasabah itu menyerahkan
barang jaminan yang sama, yakni sertifikat tanah. Untuk jasa layanan yang sama
tersebut (ma’jur) fakta di atas menunjukkan bahwa KJKS BMT NUSYA
memberlakukan ujrah (harga sewa, fee) yang bervariasi. Hal itu terjadi karena yang
ditelakkan sebagai acuan untuk menentukan wujrah (harga sewa) bukanlah jasa
layanan yang menjadi obyek akad 7jarah (ma’jur) yang notabene sama tadi, yakni
penyimpanan surat/dokumen sertifikat tanah, melainkan pokok hutang (gard)
masing-masing nasabah yang jumlahnya bervariasi, yakni dengan menggunakan
hitungan prosentase. Karena itu, selaras dengan 5 (lima) varian yang ada pada
jumlah pokok hutang (gard), 5 (lima) varian itu pula yang ada pada wujrah (harga
sewa) layanan penyimpanan dokumen sertifikat tanah tersebut, yakni Rp. 45.000,00
(empat puluh lima ribu rupiah) per bulan, Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per
bulan, Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, Rp. 1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus

lima puluh ribu rupiah) per bulan.
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Fakta ini menunjukkan dengan gamblang bahwa akad Jjjarah yang
diimplementasikan oleh KJKS BMT NUSYA ini bukanlah akad yang berdiri
sendiri, melainkan dirangkai dengan akad gard (hutang-piutang). Kedua akad ini
dikatakan dirangkai bukan oleh karena obyek yang ditransaksikan pada akad yang
kedua (z7jarah) adalah penyimpanan barang jaminan dari akad yang pertama (gard),
tetapi karena wujrah (harga sewa) pada akad yang kedua ditentukan nilainya
berdasarkan prosentase dari pokok hutang pada akad yang pertama (gard). Adanya
akad yang kedua (7jarah), dengan demikian, merupakan bagian atau konsekuensi
lanjutan yang sifatnya tidak dapat dipisahkan dari adanya akad yang pertama
(qgard). Artinya, setiap nasabah yang ingin menjalin akad gard dengan KJKS BMT
NUSYA, dia harus mau juga menjalin akad 7jarah dengan KJKS BMT NUSYA.
Tidak ada akad gard tanpa jjarah, sebagaimana juga tidak ada akad ijarah tanpa
qard. Jadi jelas, produk jasa layanan penyimpanan dokumen di KIKS BMT NUSYA
ini tidak sama dengan produk 7jarah Safé Deposit Box (SDB) di lembaga-lembaga
perbankan.

Mengenai akad 7jarah, pada bab kedua yang lalu telah dideskripsikan bahwa
ijarah adalah bay’ al-manfa’ah (jual-beli manfaat). Manfaat yang dimaksud dapat
berupa benda, jasa, atau tenaga. Apabila akad ijarah dijalin oleh dua pihak, maka
pihak pertama mengikatkan diri untuk menyerahkan manfaat barang, jasa, atau
tenaga tertentu kepada pihak kedua dalam jangka waktu tertentu pula dan pihak

kedua mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran harga tertentu sebagai ganti
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atas manfaat yang dia terima dari pihak pertama. Akad 7jarah ini, dengan demikian,
masuk dalam kategori akad tabaduli (tukar-menukar, exchange) yang lazim
diimplementasikan manusia di kawasan ¢jjari (komersial, niaga) dalam rangka
meraih keruntungan (profit, laba). Dalam hukum Islam, akad 7jarah ini disyariatkan
sebagai bentuk transaksi pertukaran yang halal dalam arti boleh diimplementasikan
sebagai jalan atau sebab untuk memiliki harta atau manfaat yang dimiliki oleh
orang lain.

Fakta tentang implementasi akad di KJKS BMT NUSYA menunjukkan
bahwa lembaga keuangan syariah ini punya produk jasa layanan penyimpanan
dokumen yang dijalin dengan skema akad 7jarah. Bagi KIKS BMT NUSY A sebagai
lembaga usaha yang berorientasi profit produk jasa ini tentu merupakan pintu untuk
meraih keuntungan atau laba. Jika produk jual jasa seperti ini dijalin dengan akad
ijarah yang diimplementasikan secara apa adanya (berdiri sendiri) seperti transaksi
ijarah Safé Deposit Box yang lazim ditemukan di lembaga-lembaga perbankan,
tentu tidak ada problem hukum yang perlu dibahas dan didiskusikan dari sisi hukum
Islam. Namun, seperti telah disinggung di depan, KJKS BMT NUSYA
mengimplementasikan akad 7jarah ini tidak secara apa adanya. Akad 7jarah tersebut
dirangkai sedemikian rupa dengan akad gard sechingga kedua akad tersebut
berkelindan: yang satu “menjadi bagian” dari yang lain dan sebaliknya. Titik simpul
yang membuat akad Jjjarah itu berkelindan dengan akad gard terletak pada

penentuan nilai wyjrah atau harga sewanya yang —seperti baru saja dikemukakan—
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didasarkan atas prosentase jumlah pokok hutang (gard) nasabah. Akibatnya, untuk
“penjualan” jasa yang sama, yakni penyimpanan dokumen sertifikat tanah, KJKS
BMT NUSYA mematok angka-angka wujrah (harga sewa) yang sangat mencolok

perbedaannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana yang tergambar pada

tabel berikut.
Tabel 3
Variasi Nilai Ujrah
No Nasabah Dokumen Disimpan | Ujraf/Bulan
L1 2 | 3 4 |
1 | Suharsono Sertifikat Tanah 45.000
2 | Atekan Sertifikat Tanah 50.000
3 | Siti Rahmawati Sertifikat Tanah 150.000
4 | Dwi Eko Nur Sertifikat Tanah 1.500.000
5 | Sunaryo Sertifikat Tanah 3.150.000

Variasi nilai gjrah atau harga sewa yang amat sangat mencolok antar nasabah
tergambar dengan jelas pada tabel 3, kolom 4, di atas. Kepada Suharsono (nasabah
nomor urut 1), KIJIKS BMT NUSYA “menjual”’ jasa penyimpanan dokumen
sertifikat tanah dengan harga Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per
bulan, sedangkan kepada Sunaryo (nasabah nomor urut 5), KIKS BMT NUSYA
menjualnya dengan harga Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus puluh lima ribu rupiah)

per bulan. Angka-angka harga sewa ini bukan saja menampakkan jarak perbedaan
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yang sangat jauh, tetapi juga sebagian dari nilai harga sewa tersebut benar-benar
berada di luar ukuran kewajaran. Bagaimana tidak, harga sewa penyimpanan
sertifikat tanah milik Sunaryo (Rp. 3.150.000,00 per bulan) dalam waktu dua bulan
saja sudah cukup untuk membeli satu brankas untuk tempat penyimpanannya.

Dari sisi lain, sertifikat tanah adalah dokumen kepemilikan tanah yang
dikeluarkan oleh otoritas yang legal (negara). Jika dokumen tersebut rusak atau
hilang, otoritas negara dapat menerbitkan duplikat yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama dengan sertifikat tanah yang asli. Jadi, sebagai dokumen
kepemilikan, dokumen sertifikat tanah itu lazimnya tidak memiliki nilai finansial
yang setara dengan harga tanahnya itu sendiri karena jika hilang atau rusak pun
dokumen tersebut dapat diganti dengan duplikatnya. Karena itu tidak ditemukan
alasan yang rasional untuk membedakan harga sewa penyimpanan dokumen
sertifikat tanah antara tanah yang murah harganya dan tanah yang mahal harganya.
Jadi meskipun tanah milik Sunaryo (nasabah nomor urut 5) berharga lebih mahal
daripada tanah Suharsono (nasabah nomor urut 1), maka harga jasa penyimpanan
sertifikatnya tidak logis kalau dibedakan apalagi dengan tingkat perbedaan yang
spektakuler seperti antara Rp. 3.150.000,00 per bulan dan Rp. 45.000,00 per bulan.

Jika tidak ada alasan yang logis atau masuk akal untuk membedakan harga
sewa (ujrah) penyimpanan sertifikat-sertifikat tanah berdasarkan mahal-murahnya
harga tanah dari setiap sertifikat, maka fakta perbedaan wujrah di KIKS BMT

NUSYA itu tentu terjadi sepenuhnya oleh karena pihak KJKS BMT NUSYA
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mengaitkan nilai wjrah penyimpanan sertifikat tanah itu dengan pokok hutang
(gard). Dengan begitu dapat dikatakan KJKS BMT NUSYA tidak sedang
mengimplementasikan dengan sungguh-sungguh —dan apa adanya— akad 7jarah
penyimpanan sertifikat tanah dengan para nasabahnya. Yang sejatinya terjadi
adalah bahwa lembaga ini, dengan memberlakukan ujrah (harga sewa) sebesar
prosentase tertentu dari pokok hutang (gard), sedang melakukan kegiatan
penyewaan “uang’ (hutang, gard).

Jika dalam analisis di muka dinyatakan implementasi gard di KIKS BMT
NUSY A —untuk sementara— disimpulkan tidak berorientasi profit (bersifat zabarru’)
karena total angsuran yang harus dibayar nasabah sama dengan jumlah pokok
hutang mereka, maka setelah dilakukan analisis terhadap implementasi akad 7jarah
yang dirangkai secara tidak wajar dengan akad gard tersebut kesimpulan sementara
tadi menjadi gugur. Fakta tentang implementasi fjarah yang tidak wajar itu
membuktikan bahwa KJKS BMT NUSYA melakukan suatu moda pengambilan
keuntungan secara tidak langsung atas dana pembiayaan yang disalurkannya
melalui akad gard, dan keuntungan tersebut menurut hukum Islam masuk kategori
riba.

Dari sisi lain, moda yang digunakan KJKS BMT NUSYA dengan cara
merangkai akad gard dengan akad jjarah yang tidak wajar tersebut dalam hukum
Islam dapat dikategorikan sebagai tindakan Arlah yang dilarang. Pada bab ketiga

yang lalu telah dideskripsikan bahwa Ailah adalah tindakan untuk mewujudkan
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perbuatan yang tampak menurut zahimya sebagai perbuatan yang halal (boleh),
tetapi itu hanyalah hasil dari suatu siasat agar perbuatan yang mulanya haram
menjadi tampak sebagai perbuatan yang halal. Jadi dalam terminologi hukum Islam,
sebagaimana dinyatakan Ibnu Taimiyah pada bab kedua yang lalu, A//ah merupakan
perbuatan yang mengandung arti tipu daya atau cara yang dipakai untuk
menghalalkan hal-hal yang haram, sebagaimana tipu daya yang dilakukan oleh
orang-orang Y ahudi.

Sebagai lembaga usaha yang berorientasi profit dan bergerak di bidang jasa
keuangan syariah, KJKS BMT NUSYA sesungguhnya tidak mungkin untuk
mengambil keuntungan (profit) dari akad gard (hutang) karena —sekali lagi— akad
gard itu masuk dalam kategori akad tabarru’ (kebajikan) yang bersifat non profit.
Namun ternyata skema gard dipilih juga oleh KJKS BMT NUSYA untuk
penyaluran dana pembiayaannya. Lalu dari mana KJKS BMT NUSY A dapat meraih
laba jika dana pembiayaannya disalurkan melalui jalur fabarru™ Ternyata lembaga
keuangan syari’ah ini membuka kran lain untuk mendapatkan laba, yakni 7jarah
(jual jasa) penyimpanan barang jaminan gard. Menurut hukum Islam, baik akad gard
maupun akad rjarah, kedua-duanya dapat dipilih sebagai skema transaksi
pembiayaan yang halal. Karena itu ketika KJKS BMT NUSY A menjatuhan pilihan
pada akad Jjjarah sebagai jalan untuk mendulang profit, segeralah terasa bahwa

langkah tersebut merupakan pilihan yang halal.



Memang demikian keadaannya jika akad 7jarah tersebut diimplementasikan
secara apa adanya dalam arti murni untuk menjual jasa penyimpanan barang
jaminan. Namun yang terjadi, KJKS BMT NUSYA tidak benar-benar
mengimplementasikan akad Jjarah secara apa adanya karena wjrah yang
diberlakukan pada akad 7jarah tersebut bukan ujrah jasa penyimpanan barang
jaminan yang senyatanya, melainkan prosentase dari pokok hutang (gard). Artinya
semakin besar pokok hutang nasabah pada KIKS BMT NUSYA, semakin mahal
ujrah untuk jasa penyimpanan barang jaminannya. Jadi jelas sekali, keberadaan akad
jjarah di sini hanyalah 7jarah pura-pura (formalitas) sebagai buah dari upaya
rekayasa (Ahilah, siasat) agar prosentase dari pokok hutang yang diambilnya setiap
bulan itu tidak tampak sebagai bunga (riba) yang haram. Dengan make up dan
kostum wujrah, prosentase dari pokok hutang tersebut dengan sendirinya akan hadir
dengan nuansa berkualifikasi syar’i dan —dengan sendirinya— lalu menebarkan
aroma halal.

Sesuai dengan analisis terhadap fakta implementasi akad di atas dapat
dinyatakan dengan ringkas bahwa akad gard yang digunakan oleh KJKS BMT
NUSY A Sukodadi Lamongan dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah
adalah akad gard dengan kualifikasi “menarik manfaat”. Manfaat (laba) yang ditarik
dari akad gardtersebut berbentuk prosentase tertentu dari pokok gard (hutang) yang
direkayasa (diAilah) sebagai ujrah (fée) dari jasa penyimpanan barang jaminan gard

yang berupa dokumen sertifikat tanah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
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implementasi akad yang digunakan KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan tidak
sesuai dengan hukum Islam.
B. Analisis Hukum Islam terhadap Alasan dan Pertimbangan Hukum yang
Digunakan

Skema-skema akad yang baru saja dianalisis ini dipilih oleh KJKS BMT
NUSYA dalam kegiatan pembiayaannya berdasarkan alasan dan pertimbangan
hukum tertentu yang dipahami telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Seperti yang
telah dideskripsikan pada bab ketiga, prinsip-prinsip syariah yang dimaksud, salah
satunya adalah “suka sama suka” ( ‘an taradin) yang digariskan Allah SWT melalui
firmanNya dalam al-Qur’an surat an-Nisa> 29. Mengacu pada ayat ini Khoirul
Thoyib, salah seorang dari anggota pengawas KJKS BMT NUSYA, menegaskan
bahwa akad, sesuai dengan norma syariah, harus dibuat atas dasar rida kedua belah
pihak. Tidak boleh akad dilakukan dengan unsur paksaan dari salah satu pihak.

Adalah benar bahwa “suka sama suka” antara kedua belah pihak yang
melakukan transaksi merupakan prinsip yang digariskan oleh norma syariah. Prinsip
ini mencerminkan bersihnya akad yang dijalin itu dari unsur-unsur pelanggaran atau
kezaliman terhadap hak-hak manusia. Mengandalkan prinsip ini saja tentu saja tidak
cukup, karena norma syariah juga menggariskan bahwa setiap transaksi yang dijalin
harus memenuhi kualifikasi diridai oleh Allah Sang Pembuat Syariah. Prinsip “suka
sama suka” dengan demikian bukanlah prinsip pamungkas di mana akad yang

dijalin dengan prinsip tersebut mesti dipahami sebagai akad legal yang halal
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dilakukan untuk meraih keuntungan finansial. Jika semua yang berlangsung dengan
suka sama suka dengan sendirinya dihukumi halal, niscaya riba pun akan menjadi
halal melalui jalan akad yang memenuhi kualifikasi ‘an taradin.

“Benar” (tidak batil) dan “halal”, dengan begitu, merupakan prinsip lain yang
digariskan norma syariah untuk dipenuhi lebih dahulu sebelum pelaku memutuskan
untuk menjalin akad dengan “suka sama suka”. Dalam hukum Islam, prinsip “suka
sama suka’ tidak dapat membenarkan yang salah dan tidak pula dapat
menghalalkan yang haram. Sejalan dengan analisis ini maka apabila dalam akad-
akad yang diimplementasikan KJKS BMT NUSY A terkandung kebalitan (ada segi-
segi yang salah atau terdapat unsur-unsur yang haram), maka prinsip “suka sama
suka” tidak bisa dipakai alasan untuk menetralisir kebatilan tersebut.

Dalam mengimplementasikan akad-akad pembiayaan, KJKS BMT NUSYA
juga berpijak pada prinsip “benar prosesnya secara syar’i’. Prinsip ini dapat
dipahami dari alasan dan pertimbangan hukum yang diutarakan oleh Khoirul
Thoyib, anggota pengawas yang lain di KJKS BMT NUSYA. Seperti telah
dikemukakan pada bab ketiga yang lalu, Khoirul Thoyib menyatakan bahwa
“sesuatu akad dikatakan syar’i atau tidak, tidaklah dilihat dari hasilnya, melainkan
dari prosesnya.” Kalau dilihat dari hasilnya, Khoirul Thoyib tidak membantah
bahwa akad-akad pembiayaan di KJKS BMT NUSYA kelihatannya sama saja
dengan akad-akad pembiayaan yang ujung-ujungnya adalah mengembalikan pokok

hutang pl/us kelebihan tertentu. Tetapi kalau dilihat prosesnya, maka akad
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pembiayaan di KJKS BMT NUSYA menurut Khoirul Thoyib sudah sesuai dengan
syariah, yakni menggunakan akad gard dan ijarah.

Konsep yang segera terpaham dari alasan yang dibangun Khoirul Thoyib
adalah bahwa proses transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila
transaksi itu telah dijalin “secara formal” dengan menggunakan akad-akad syariah.
Kesan mementingkan “formalitas” itu tampak sebegitu kuatnya karena Khoirul
Thoyib “membela” benarnya praktik 7jarah yang sifatnya benar-benar hanya
formalitas karena akad rjarafmya sendiri berkenaan jasa penyimpanan dokumen
sertifikat tanah yang dijadikan jaminan gard tetapi nilai ujrah atau vang jasanya
adalah sekian persen dari pokok gard (hutang). Khoirul Thoyib menyusun
“pembelaan” atas benarnya praktik ijarah formalitas (pura-pura) tersebut sebagai

berikut:

Tidak mungkin biaya sewa disamakan untuk barang jaminan yang sama karena
KJKS BMT NUSYA ini merupakan lembaga profit yang tidak ingin merugi. Setiap
jumlah pinjaman dan setiap jaminan mempunyai resiko sendiri-sendiri ketika
nasabah melakukan wanprestasi dan ketika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan
seperti kebakaran.

“KJKS BMT NUSYA ini merupakan lembaga profit yang tidak ingin
merugi” adalah kalimat kunci yang berada di balik implementasi akad gard dan akad
ijarah yang bersifat pura-pura itu. Akad gardhya pura-pura karena di muka terlihat
seperti tidak ambil untung, padahal keuntngan itu sengaja dijaring di belakang
melalui akad 7jarah dengan menerapkan ujrah yang nilainya mengikuti besar-

kecilnya pokok gard. Akad ijarafmya pun bersifat pura-pura karena ternyata harga
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yang diberlakukan bukan harga yang senyatanya untuk obyek yang difjarahkan,
namun harga formalitas agar target profit sebesar sekian persen dari dana gard
(hutang) bisa dicapai.

Sesungguhnya akad gard (hutang) itu dari semula hanya mewajibkan orang
yang berhutang untuk membayar ganti sebesar pokok hutangnya. Barang jaminan
(rahn) yang diserahkan oleh pihak yang berhutang (mustagrid) kepada pihak yang
memberi hutang (mugrid) merupakan penguat bahwa hutang itu pasti bisa
dikembalikan. Karena itu, jika KIKS BMT NUSYA dengan sadar memilih akad
gard  (yang notabene bukan akad untuk investasi) sebagai skema dalam
pembiayaannya, maka kalimat “lembaga profit yang tidak mau merugi” sama sekali
tidak pada tempatnya untuk muncul sebagai alasan karena dalam akad gard memang
tidak dikenal istilah untung dan rugi. Tidak ada rugi, karena jika pihak yang
behutang (nasabah) melakukan wanprestasi, KJKS BMT NUSY A dapat mengambil
tindakan menjual tanah yang dijadikan jaminan sehingga pokok hutangnya dapat
terbayar. Jika terjadi musibah (force major) seperti kebakaran sehingga sertifikat
yang disimpan di brankas itu rusak atau hancur maka, seperti telah dikemukakan di
depan, pemilik sertifikat tinggal mengurus penerbitan duplikatnya pada instansi
yang berwenang. Sebagai pihak yang menyewakan jasa penyimpanan, pihak KJKS
BMT NUSYA tidak berkewajiban mengganti barang-barang yang disimpan itu jika

ia rusak atau musnah disebabkan peristiwa musibah (force major).
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Tambahan lagi alasan yang dikemukakan Khoirul Thoyib di atas tidak selaras
dengan dalil yang dijadikannya sebagai pijakan, yakni firman Allah dalam al-Qur’an
surat asy-Syu’ara’ ayat 181 yang menyatakan: “Sempurnakanlah takaran dan
janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”. Substansi tindakan yang
dituntut ayat ini adalah kejujuran dan proporsionalitas. Lakukan segala dengan jujur
dan proporsional (sesuai dengan yang seharusnya), jangan merugikan orang. Ukuran
proporsional adalah apa yang maruf (dikenal secara umum). Satu kilogram sama
dengan seratus gram, satu meter sama dengan seratus sentimeter, dan seterusnya.
Kalau menyangkut harga, proporsional itu maknanya adalah sesuai dengan harga
pasar. Jika tidak sesuai dengan harga pasar berati tidak proporsional alias tidak adil.
Tindakan yang tidak adil akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Sesuai
dengan telah telah dijabarkan di muka, implementasi akad-akad muamalah di KJKS
BMT NUSYA sangat kuat menampakkan ketidakselarasannya dengan substansi
pesan dari dalil al-Qur’an ini. Akad gard yang diimplementasikan dengan semangat
mencari untung adalah tindakan yang tidak proporsional. Penentuan wjrah
penyimpanan sertifikat tanah berdasarkan prosentase jumlah pokok hutang adalah
juga merupakan tindakan yang tidak proporsional. Tindakan yang tidak
proporsional tiada lain merupakan tindakan yang merugikan.

Meski demikian, dalam pandangan Khoirul Thoyib tidak ada pihak yang
dirugikan dengan penentuan biaya sewa (wjrall) tempat penyimpanan barang

jaminan gardberdasarkan prosentase dari pokok hutang. Meski pun seorang nasabah
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bernama Sunaryo harus membayar ujrah sebesar Rp. 3.150.000,- per bulan untuk
“sekedar” jasa penyimpanan sertifikat tanah, dalam pandangan pengawas KIJKS
BMT NUSYA seperti Khoirul Thoyib, tindakan itu tidak termasuk yang bersifat
yang merugikan.

Lebih tidak &/op lagi ketika Nuril Huda menyeret al-Qur’an surat a/-Maidah
ayat 2 untuk melabeli implementasi akad yang dilakukan KJKS BMT NUSYA
dengan nasabahnya itu sebagai “wujud dari tolong-menolong dalam kebaikan antar
sesama muslim dengan tujuan mencari rida Allah SWT.” Di satu bagian Khoirul
Toyib hadir dengan spirit komersial yang kental lewat pernyataannya bahwa KJKS
BMT NUSY A merupakan lembaga profit yang tidak mau merugi, namun di bagian
lain dia muncul dengan jaket berlabelkan tolong-menolong dalam kebaikan.

Dari analisis atas alasan dan pertimbangan hukum yang dibangun oleh
pemegang otoritas syariah di KJKS BMT NUSYA di atas dapat disarikan bahwa di
dalamnya terdapat penggunaan nalar 7stimbat yang tidak konsisten yang dipicu oleh
kehendak yang kuat untuk menjalankan usaha yang bebas rugi (tidak mau merugi)
sehingga muncul upaya Ailah (siasat) untuk tetap dapat menggenggam “kepastian
untung” namun tidak melalui pengenaan bunga (riba) yang diharamkan, melainkan
melalui ujrah yang dikemas dengan akad ijarah yang penuh dengan nuansa
formalitas. Membebankan tambahan atas pokok hutang dengan label ujrah pada

dasarnya merupakan bentuk lain dari apa yang pernah disinyalir Nabi SAW (lihat
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bab ketiga): “Sungguh akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan khamr,
mereka melabelinya dengan nama lain.”

Dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum pemegang otoritas syariah
di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan yang mendasari implementasi akad
gard yang dirangkai dengan akad rjarah tempat penyimpanan barang jaminan gard

tidak memiliki dasar pijak yang kokoh dalam hukum Islam.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Akad gard untuk pembiayaan yang diimplementasikan oleh KJKS BMT
NUSYA Sukodadi Lamongan tergolong akad gard yang bersifat menarik
manfaat atau keuntungan dalam bentuk prosentase tertentu dari pokok gard
(hutang). Hanya saja keuntungan tersebut tidak ditarik langsung (seperti
bunga) melainkan direkayasa (di/7/ah) dengan moda tertentu, yaitu sebagai
ujrah (fee, uang sewa) dari jasa penyimpanan dokumen sertifikat tanah milik
para nasabah yang mereka jadikan sebagai jaminan gard. Implementasi akad
gard yang dirangkai dengan akad jjarah dengan tidak semestinya ini tidak
sesuai dengan hukum Islam.

Alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh pemegang otoritas
syariah di KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan untuk
mengimplementasikan akad gard yang dirangkai akad 7jarah tempat
penyimpanan barang jaminan gard itu adalah prinsip “suka sama suka” (‘an
taradin) yang dikemas dengan proses transaksi yang halal dalam hukum
Islam, yaitu akad gard dan akad jjarah. Hanya saja karena di balik semua itu

ada agenda “tidak mau rugi’ maka muncul rekayasa yang tidak selaras
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dengan hukum Islam di mana wujrah dalam akad jjarah ditentukan nilainya

berdasarkan nilai pokok gard.

B. Saran

1.

Kepada KJKS BMT NUSY A Sukodadi Lamongan harus terus meningkatkan
kinerjanya dalam mengimplementasikan akad gard yang dirangkai akad
ijarah tempat penyimpanan barang jaminan gard, penulis sarankan untuk
biaya wujrah sewa tempat jaminan gard mengunakan sistem harian untuk
menghindari adanya penambahan yang dikaitkan dengan jumlah gard.
Dengan cara ini, keuntungan bisa didapat tanpa perlu menabrak norma-norma
hukum Islam.

Kepada KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan hendaknya para nasabah
diedukasi supaya akadnya benar dalam kedua belah pihak.

Kepada nasabah KJKS BMT NUSYA Sukodadi Lamongan hendaknya
memperhatikan proses akad yang digunakan dalam pembiayaan karena akad

yang sudah syar’i belum tentu prosesnya sesuai dengan syar’i.
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